
S A L I N A N  

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI  KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 10 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 72 TAHUN 

2020 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang:  a. bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha Milik 

Daerah saat ini belum dapat melakukan pengadaan barang 

dan jasa secara efisien dan transparansi; 

b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan entitas yang 

berbeda dengan  Pemerintah  Kabupaten Tanah Laut 

khususnya terkait pelaku  pengadaan  barang/jasa  agar  

disesuaikan  dengan  kondisi  pada  Badan Usaha Milik 

Daerah masing-masing; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah, Bupati berwenang menetapkan Pengaturan 

pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

10. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 3 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6779); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan  Lembaran  

Negara   Republik   Indonesia Nomor 6173); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 



4 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi 

melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 319); 

17. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan 

Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1613); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di 

Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 

Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari 

Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 

14; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baratala 

Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 6); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 
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2019 tentang Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Tanah 

Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut menjadi PT Tanah 

Laut Manuntung (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 13); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan 

Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang Menjadi PT. 

Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 41); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 

2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan 

Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi 

Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Berkah 

Banua (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 55); 

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2020 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 

Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG 

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH 

LAUT. 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2020 

tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 72) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diatur 

dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau 

Komisaris.  

 

2. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 4A 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Nilai Pengadaan Barang/Jasa 

pada BUMD diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 19 Februari 2024   

Pj. BUPATI TANAH LAUT, 

 

                 ttd. 

 

    SYAMSIR RAHMAN 

 

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

         ttd. 

 

DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 10 


